
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN 

NOMOR   4  TAHUN  2013 

 

TENTANG 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2012 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KEBUMEN, 

 

Menimbang  :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati 

mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 

tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada 

huruf a  perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 

Anggaran 2012; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950  

Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi 

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik 

  SALINAN 
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Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994  tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksanaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor   32   Tahun  2004    tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4844); 

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009        

Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5043); 

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5049); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang 

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas  

Peraturan  Pemerintah  Nomor  24 Tahun 2004  tentang  

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005  tentang  Sistem  

Informasi Keuangan  Daerah (Lembaran  Negara  Republik  
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Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 4578); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 

Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 

Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4585); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4593); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4614); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4698); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 

Organisasi Perangkat  Daerah (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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28. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012        

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

29. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 

Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan 

Perundang-undangan; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53          

Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses 

Kebijakan Publik  (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Tahun 2004 Nomor 64); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007      

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen 

Nomor 1);  

32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11          

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 

Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 35          

Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Kebumen Tahun 2011 Nomor 35); 

34. Peraturan  Daerah  Kabupaten  Kebumen  Nomor 25 Tahun 

2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah  Kabupaten  

Kebumen  Tahun  2012 Nomor 25); 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN 

dan 

BUPATI KEBUMEN 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012. 
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Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Neraca;  

c. Laporan Arus Kas; dan 

d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

(2) Laporan  Keuangan  sebagaimana  dimaksud  pada       

ayat  (1)  dilampiri dengan Ikhtisar Laporan Keuangan 

Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Angggaran 2012 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai 

berikut : 

 a. Pendapatan : Rp. 1.446.685.447.262,00  

 b. Belanja   : Rp. 1.412.496.990.997,00  

 Surplus/ 

(defisit) 

:   Rp. 34.188.456.265,00 

 c. Pembiayaan     

 - Penerimaan : Rp.  84.583.469.486,00  

 - Pengeluaran  : Rp.    6.474.000.000,00  

 Pembiayaan 

Netto 

:   Rp. 78.109.469.486,00 

Pasal 3 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 sebagai berikut : 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                         

Rp.29.166.025.262,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pendapatan 

setelah perubahan  

 

: 

 

Rp.1.417.519.422.000,00 

b. Realisasi                                                    : Rp.1.446.685.447.262,00 

 Selisih lebih/(kurang)  : Rp.     29.166.025.262,00 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah                                

Rp.(80.501.859.003,00) dengan rincian sebagai berikut : 

 a. Anggaran belanja setelah 

perubahan  

: Rp.1.492.998.850.000,00 

b. Realisasi  : Rp.1.412.496.990.997,00 

 Selisih lebih/(kurang) : Rp.   (80.501.859.003,00) 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                     

Rp. 109.667.884.265,00 dengan rincian sebagai berikut : 
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 a. Surplus/defisit setelah 

perubahan    

 

: 

 

Rp.   (75.479.428.000,00) 

 b. Realisasi  : Rp.     34.188.456.265,00 

 Selisih lebih/(kurang)                  : Rp.   109.667.884.265,00 

 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp.2.630.041.486,00 dengan rincian sebagai 

berikut : 

a. Anggaran penerimaan 

pembiayaan setelah 

perubahan 

 

 

: 

 

 

Rp.    81.953.428.000,00 

 b. Realisasi  : Rp.    84.583.469.486,00 

 Selisih lebih/(kurang)                  : Rp.      2.630.041.486,00 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pengeluaran 

pembiayaan setelah 

perubahan 

 

 

: 

 

 

Rp.      6.474.000.000,00 

 b. Realisasi  : Rp.      6.474.000.000,00 

 Selisih lebih/(kurang)                  : Rp.                          0,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp. 2.630.041.486,00 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran pembiayaan 

netto setelah perubahan 

 

: 

 

Rp.    75.479.428.000,00 

 b. Realisasi  : Rp.    78.109.469.486,00 

 Selisih lebih/(kurang)                  : Rp.      2.630.041.486,00 

 Pasal 4 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b 

per 31 Desember 2012 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset      : Rp.  3.053.182.417.868,31 

b. Jumlah Kewajiban     : Rp.         5.649.721.082,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana : Rp.  3.047.532.696.786,31 

Pasal 5 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1      

ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan     

31 Desember 2012 sebagai  berikut: 

a. Saldo Kas per 1 Januari 

tahun 2012 

: Rp.      76.651.571.573,00          

b. Arus Kas dari aktifitas 

operasi 

: Rp.    323.265.787.547,00      

c. Arus Kas dari aktifitas 

investasi 

: Rp.   (292.023.537.667,00)     

d. Arus Kas dari aktifitas 

pembiayaan 

: Rp.      ( 3.843.959.227,00)            
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e. Arus Kas dari aktifitas non 

anggaran 

: Rp.        1.749.873.229,00 

f. Saldo Kas per  

31 Desember 2012    

: Rp.    105.799.735.455,00          

Pasal 6 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2012 memuat 

informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos 

Laporan Keuangan. 

Pasal 7 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Lampiran II : Ringkasan Laporan Realisasi 

Anggaran menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi; 

c. Lampiran III : Rincian Laporan Realisasi Anggaran 

menurut Urusan Pemerintahan 

Daerah, Organisasi, Pendapatan, 

Belanja dan Pembiayaan; 

d. Lampiran IV : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 

Belanja Daerah menurut Urusan 

Pemerintahan Daerah, Organisasi, 

Program dan Kegiatan; 

e. Lampiran V : Rekapitulasi Realisasi Anggaran 

Belanja Daerah untuk Keselarasan 

dan Keterpaduan Urusan 

Pemerintahan Daerah dan Fungsi 

dalam Kerangka Pengelolaan 

Keuangan Negara; 

f. Lampiran VI : Daftar Piutang Daerah; 

g. Lampiran VII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) 

Daerah; 

h. Lampiran VIII : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Tetap Daerah; 

i. Lampiran IX : Daftar Realisasi Penambahan dan 

Pengurangan Aset Lainnya; 

j. Lampiran X : Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum 

Diselesaikan sampai Akhir Tahun 

dan Dianggarkan Kembali pada 

Tahun Anggaran Berikutnya; 

k. Lampiran XI : Daftar Dana Cadangan Daerah;  

l. Lampiran XII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi 

Daerah; 

m. Lampiran XIII : Laporan Arus Kas; 
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n. Lampiran XIV : Neraca; dan 

o. Lampiran XV : Catatan atas Laporan Keuangan. 

Pasal 8 

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 1 ayat (2) berupa Ikhtisar Laporan Keuangan Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah sebagai perincian lebih lanjut dari Peraturan 

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen. 

  

Ditetapkan di Kebumen 

pada tanggal  3 Juni 2013 

 

BUPATI KEBUMEN, 

ttd. 

 

BUYAR WINARSO 

 

Diundangkan di Kebumen  

pada tanggal  3 Juni 2013 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KEBUMEN, 

ttd. 

ADI PANDOYO 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2013 NOMOR 4      

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SETDA KABUPATEN KEBUMEN, 

 
ttd. 

 

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H 
Pembina 

NIP. 19720723 199803 1 006 


